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GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG 

TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

	Menimbang
	:
	a. bahwa barang milik daerah yang tidak dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah perlu dioptimalkan melalui pemanfaatan yang dilakukan secara transparan, kompetisi dan akuntabel sehingga memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur tata cara pemanfaatan barang milik daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur  tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah; 

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

	
	
	3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

	
	
	4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

	
	
	6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 4503;

	
	
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;

	
	
	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 46);


MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku pengelola barang milik daerah.

6. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut sebagai pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

7. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola barang adalah Kepala Biro Perlengkapan dan Asset Daerah selaku pejabat yang membantu pengelola barang untuk mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.

9. Kuasa pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut kuasa pengguna barang adalah kepala sub unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

11. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

12. Kepala SKPD adalah pejabat yang bertanggungjawab atas penggunaan barang milik daerah pada SKPD yang bersangkutan.

13. Barang milik daerah adalah semua barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD atau masih dipergunakan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewam pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan  menerima imbalan uang tunai.
17. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang milik daerah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pemerintah daerah.
18. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
19. Bangun guna serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasiltasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
20. Bangun serah guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
22. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
23. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
24. Penilai internal adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penilaian secara independen.
25. Penilai eksternal adalah penilai selain penilai internal yang mempunyai izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Departemen Keuangan.
26. Panitia tender adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang bertugas melaksanakan seleksi terhadap calon pihak ketiga/mitra kerjasama yang akan menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam pemanfaatan barang milik daerah.
27. Pihak lain atau dengan sebutan pihak ketiga adalah pihak-pihak selain SKPD.
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya tata cara pemanfaatan barang milik daerah adalah untuk mengatur pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
(2) Tujuan ditetapkannya tata cara pemanfaatan barang milik daerah adalah agar dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan mekanisme yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan barang.
BAB III

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

Kebijakan umum dalam pemanfaatan adalah :

a. Menjamin keamanan barang milik daerah, dengan pemanfaatan barang milik daerah maka kelengkapan administrasi akan semakin baik dan fisik barang milik daerah akan dipastikan tidak dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum;

b. Meningkatkan peran serta dan keterlibatan pihak swasta dalam pemanfaatan barang milik daerah; dan
c. Mengurangi pengeluaran pemerintah untuk pemeliharaan barang, sehingga dana pemerintah daerah dapat lebih diarahkan penggunaannya untuk penyediaan pelayanan publik.

BAB IV
KRITERIA DAN KEWENANGAN PEMANFAATAN 

Pasal 4

(1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna  barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
(2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(3) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Pasal 5

(1) Pemanfaatan sebagian tanah dan/atau bangunan untuk memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
(2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemanfaatan dalam bentuk sewa untuk kantin, bank, koperasi dan ruang serbaguna/aula.
Pasal 6
(1) Pemanfaatan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah serta peningkatan penerimaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, dilaksanakan oleh pengelola barang daerah.
(2) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang menjadi lingkup pemanfaatan ini adalah barang milik daerah yang sudah tidak digunakan oleh pengguna barang untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.
BAB  V
BENTUK-BENTUK PEMANFAATAN

Pasal 7

Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan dalam bentuk:

a. Sewa;

b. Pinjam Pakai;
c. Kerjasama Pemanfaatan; 

d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Bagian Kesatu

Sewa 

Pasal 8

(1) Barang milik daerah yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
(2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.

(3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
(4) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat persetujuan Gubernur.
(5) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna barang, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.
(6) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(7) Besaran nilai sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur.
(8) Besaran nilai sewa barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pengelola barang.
(9) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa,yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;

c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan

d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(7)
 Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

Bagian Kedua 

Pinjam Pakai

Pasal 9
(1) Pinjam pakai bang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat  atau antara pemerintah daerah.
(2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(3) Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tidak merubah status kepemilikan.
(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
(5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;

c. jangka waktu peminjaman;

d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga

Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 10

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan 

b. meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
c. meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 11

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah tidak merubah status kepemilikan.
(2) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut:

a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Gubernur melalui pengelola barang;

b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang.

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(4) Kerjasama Pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(5) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa surat persetujuan Gubernur.
Pasal 13

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan atas barang milik daerah dimaksud;

b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat;
c. pelaksanaan lelang/tender sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan dengan memenuhi prinsip transparansi, kompetisi dan akuntabel;
d. dalam hal pengumuman lelang sudah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan peminatnya kurang dari 2 peminat, dapat dilakukan dengan penunjukan langsung;
e. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian hasil keuntungan;

f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Gubernur;

g. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;

h. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang; 

(2) Biaya yang berkenaan dengan pengkajian, penilaian, pengawasan dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana, dibebankan pada mitra kerjasama pemanfaatan.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan untuk penyediaan infrastruktur sebagai berikut:

a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;

b. infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;

c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;

d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;

e. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;

f.   Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;

g. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; atau

h. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi.

(5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama lima puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Pasal 14

(1) Setelah jangka waktu kerjasama pemanfaatan berakhir, mitra menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan berikut sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan kepada Gubernur, dilengkapi dengan dokumen terkait yang dituangkan dalam berita acara serah terima, sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Setelah jangka waktu kerjasama pemanfaatan berakhir, Gubernur menetapkan status penggunaan atas tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna
Pasal 15

Bangun guna serah dan bangun serah guna dilakukan dengan pertimbangan:

a. untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah;
b. menunjang program pembangunan  dan kemasyarakatan dengan menyediakan bangunan dan fasilitasnya yang dana pembangunannya tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. dalam rangka menambah/meningkatkan  pendapatan  masyarakat dan/atau daerah. 
Pasal 16
(1) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah yang telah diserahkan kepada Gubernur melalui pengelola barang, dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(2) Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah atau bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Gubernur melalui pengelola barang.
Pasal 17

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait.

Pasal 18

(1) Pemanfaatan barang milik daerah dengan pola bangun guna serah atau bangun serah guna tidak mengubah status barang milik daerah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
(2) Penetapan mitra bangun guna serah/bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
(3) Besaran kontribusi atas pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna, ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil perhitungan tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan antara lain :

a. nilai tanah milik pemerintah daerah;

b. peruntukan bangun guna serah atau bangun serah guna untuk kepentingan umum dan atau kepentingan perekonomian/perdagangan;

c. besaran nilai investasi yang diperlukan/disediakan oleh pihak ketiga;

d. dampak terhadap penyerapan tenaga kerja/peningkatan pendapatan masyarakat dan/atau peningkatan PAD.

(4) Hasil pelaksanaan tender ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, yang antara lain memuat objek bangun guna serah dan bangun serah guna, mitra bangun guna serah dan bangun serah guna, nilai kontribusi, dan jangka waktu bangun guna serah/bangun serah guna.
(5) kewajiban mitra bangun guna serah dan bangun serah guna selama jangka waktu pengoperasian:

a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Gubernur;

b. tidak menjaminkan, menggadaikan dan/atau memindahtangankan objek bangun guna serah/bangun serah guna;

c. memelihara objek bangun guna serah/bangun serah guna agar tetap dalam kondisi baik.

(6) Jangka waktu bangun guna dan bangun serah guna serah paling  lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani.
(7) Pembayaran kontribusi oleh mitra BGS/BSG untuk pembayaran pertama harus dilakukan pada saat ditandatanganinya perjanjian BGS/BSG, dan pembayaran kontribusi tahun berikutnya dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari setiap tahun sampai berakhirnya BGS/BSG ke rekening kas daerah.
(8) Mitra bangun guna serah/bangun serah guna akan memperoleh Hak Guna Bangunan diatas HPL milik Pemerintah Daerah.

(9) Hak Guna Bangunan diatas HPL milik Pemerintah Daerah dapat dijadikan jaminan, diagunkan dengan dibebani hak tanggungan dan hak tanggungan dimaksud akan hapus dengan hapusnya hak guna bangunan.

(10) Pelaksanaan bangun guna serah/bangun serah guna dituangkan dalam naskah Perjanjian bangun guna serah/bangun serah guna.
(11) Naskah Perjanjian  sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditandatangani  oleh Gubernur dan mira kerjasama.
(12) Mitra bangun guna serah/bangun serah guna dilarang menjaminkan objek bangun guna serah/bangun serah guna yaitu tanah milik pemerintah dengan sertifikat hak pengelolaan.
(13) Biaya penelitian, pengkajian, penyusunan koefisien dasar bangunan, tim pengawas pengawasan, tim penilai dan pengumuman lelang, dibebankan pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(14) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana, dibebankan pada mitra bangun guna serah/ bangun serah guna.
(15) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, mitra bangun guna serah/bangun serah guna wajib menyerahkan hasil bangun guna serah beserta fasilitasnya kepada pemerintah daerah dengan terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 19

Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mitra bangun serah guna menyerahkan objek bangun serah guna kepada Gubernur segera setelah selesainya pembangunan;

b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;

c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat ungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI
PERSYARATAN PEMANFAATAN

Pasal 20

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan dengan persyaratan:

a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah tidak mengubah status kepemilikan barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;

b. objek kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan;
c. pemenang mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

a.  Pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

b.  tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud;
c.  barang milik daerah yang dapat dijadikan objek bangun guna serah/bangun serah guna adalah barang milik daerah berupa tanah dengan sertifikat hak pengelolaan (HPL);
d.  penggunaan tanah  yang dibangun  harus  sesuai dengan Rencana  Umum  Tata Ruang  Wilayah Provinsi (RUTRWP);

e.  zin Mendirikan Bangunan (IMB) harus atas nama Pemerintah Daerah.
BAB VII
PENILAIAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN

Pasal 21

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan dilakukan oleh tim penilai internal yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

[[Pasal 22

(1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan dilakukan oleh tim penilai internal yang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh pengelola barang.
(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang.

Pasal 23

Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah dibebankan  pada APBD.

BAB VIII
TATA CARA PEMANFAATAN 

Pasal 24

(1) Tatacara pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Gubernur melalui pengelola barang, sebagai berikut:
a.  Tim pemanfaatan melakukan pengkajian terhadap barang milik daerah yang akan dimanfaatkan dengan bentuk kerjasama pemanfaatan; 
b.  berdasarkan hasil pengkajian tim pemanfaatan, Gubernur menetapkan tanah dan/atau bangunan bangunan yang akan dimanfaatkan dengan cara kerjasama pemanfaatan kepada pihak lain dan diserahkan kepada panitia lelang untuk dilaksanakan pelelangan;
c.  hasil pengkajian tim pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampiri dengan nilai barang milik daerah, besaran kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan kerjasama pemanfaatan;
d.  panitia lelang melakukan tender/lelang dengan untuk menetapkan mitra kerjasama pemanfaatan, dengan memperhatikan nilai tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan, besaran kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan;
e.  panitia lelang mengusulkan pemenang mitra kerjasama pemanfaatan kepada Gubernur untuk ditetapkan;
f.  pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam naskah kerjasama perjanjian antara Gubernur dengan mitra kerjasama pemanfaatan, yang antara lain memuat objek kerjasama pemanfaatan, mitra kerjasama pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, sanksi, jangka waktu kerjasama pemanfaatan;
g.  penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada mitra kerjasama pemanfaatan yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam berita acara serah terima;
h.  setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan, mitra menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan berikut dengan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan setelah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional dilengkapi dengan dokumen terkait kepada pengelola barang, yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
(2) Tatacara pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan pengguna barang, sebagai berikut:
a.  pengguna barang mengajukan usul kerjasama pemanfaatan sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola barang disertai jenis kegiatan, luas lahan, nama barang, luas lahan, dan pertimbangan yang mendasari usulan kerjasama pemanfaatan, serta jangka waktu kerjasama pemanfaatan;

b.  Gubernur melalui pengelola barang melalui tim pemanfaatan melakukan pengkajian atas usulan pengguna barang tersebut, terutama menyangkut kelayakan kemungkinan kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan dimaksud;

c.  dalam hal pengelola barang tidak menyetujui usulan kerjasama pemanfaatan, pengelola barang memberitahukan kepada pengguna barang disertai dengan alasan;

d.  dalam hal pengelola barang menyetujui usulan kerjasama pemanfaatan, pengelola barang atas nama Gubernur menerbitkan keputusan yang sekurang-kurangnya memuat bagian tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek kerjasama  pemanfaatan, nilai tanah dan/atau bangunan, besaran kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan, dan jangka waktu kerjasama pemanfaatan;

e.  berdasarkan keputusan pengelola barang sebagaimana dimaksud pada huruf d, pembantu pengelola melalui panitia lelang melakukan tender/lelang dengan untuk menetapkan mitra kerjasama pemanfaatan, dengan memperhatikan nilai tanah dan/atau bangunan, besaran kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan;

f.  panitia lelang mengusulkan pemenang mitra kerjasama pemanfaatan kepada Gubernur untuk ditetapkan;

g.  pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam naskah kerjasama perjanjian antara pengguna barang dengan mitra kerjasama pemanfaatan, yang antara lain memuat objek kerjasama pemanfaatan, mitra kerjasama pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, sanksi, jangka waktu kerjasama pemanfaatan;

h. penyerahan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan kepada mitra yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan, dituangkan dalam berita acara serah terima;

i.  pengguna barang menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan kepada pengelola barang dan salinan naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan;

j.  setelah jangka waktu berakhir, mitra kerjasama pemanfaatan menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan berikut sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan setelah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional dilengkapi dengan dokumen terkait kepada pengguna barang, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 25

Tatacara pelaksanaan bangun guna serah/bangun guna serah/bangun serah guna adalah sebagai berikut :
a. Gubernur membentuk Tim Pemanfaatan untuk melakukan pengkajian terhadap kelayakan pelaksanaan bangun guna serah/bangun serah guna serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis termasuk nilai limit terendah besaran kontribusi bangun guna serah/bangun serah guna, pengkajian indikasi biaya yang diperlukan untuk penyediaan bangunan dan fasilitasnya;

b. berdasarkan hasil kajian tim pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Gubernur menetapkan tanah yang akan dijadikan objek bangun guna serah/bangun serah guna, limit terendah kontribusi atas pelaksanaan bangun guna serah dan rencana kebutuhan bangunan dan fasilitasnya;

c. berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, panitia lelang melakukan tender pemilihan calon mitra bangun guna serah/bangun serah guna dengan memperhatikan nilai tanah milik pemerintah daerah, nilai investasi pihak ketiga dan besaran kontribusi;

d. hasil pelaksanaan tender ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, yang antara lain memuat objek bangun guna serah/bangun serah guna, mitra bangun guna serah/bangun serah guna, nilai kontribusi, dan jangka waktu bangun guna serah/bangun serah guna;

e. pelaksanaan bangun guna serah/bangun serah guna dituangkan dalam naskah perjanjian bangun guna serah/bangun serah guna dalam akta notaris antara Gubernur dengan mitra bangun guna serah/bangun serah guna, yang antara lain memuat objek bangun guna serah, mitra bangun guna serah/bangun serah guna, besaran kontribusi, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, sanksi, jangka waktu bangun guna serah/bangun serah guna;

f. penyerahan barang milik daerah berupa tanah kepada mitra yang menjadi objek bangun guna serah/bangun serah guna dituangkan dalam berita acara serah terima;

g. setelah pembangunan selesai, mitra bangun guna serah langsung mengoperasikan bangunan hasil bangun guna serah tersebut;

h. setelah pembangunan selesai, mitra bangun serah guna menyerahkan objek bangun serah guna beserta fasilitasnya kepada Gubernur yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang, untuk kemudian dioperasikan pihak lain tersebut sesuai dengan perjanjian;

i. setelah berakhirnya jangka waktu pendayagunaan, mitra bangun guna serah/bangun serah guna wajib menyerahkan hasil bangun guna serah/bangun serah guna beserta fasilitasnya kepada pemerintah daerah dengan terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
BAB IX
PERSIAPAN PELAKSANAAN TENDER

Tahap Kegiatan

Pasal 26

Persiapan pelaksanaan tender pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dengan pola kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan melalui tahap-tahap : 
a. pembentukan Tim Penilai;

b. pembentukan panitia tender;

c. penyusunan dokumen tender.

Bagian Kesatu
Tim Penilai

Pasal 27

(1) Penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan dengan pola kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Anggota Tim penilai dapat berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai pengetahuan tentang penilaian barang milik daerah dan dapat melibatkan penilai eksternal.
(3) Tim penilai bertugas menaksir nilai barang milik daerah yang akan dimanfaatkan dan menghitung perkiraan nilai kontribusi serta perkiraan nilai pembagian hasil keuntungan yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 
(4) Biaya yang berkenaan dengan penilaian barang milik daerah disediakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
(5) Hasil penilaian barang milik daerah oleh Tim Penilai disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk ditetapkan.
(6) Hasil penilaian barang milik daerah dijadikan dasar untuk menetapkan nilai kontribusi dan/atau pembagian hasil keuntungan dengan Keputusan Gubernur.
Bagian Kedua
Panitia Tender

Pasal 28
(1) Untuk melaksanakan tender pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan pola kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah, Gubernur membentuk Panitia Tender.
(2) Panitia tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil  sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
(3) Anggota panitia tender mempunyai pengetahuan ketentuan tentang pengelolaan barang milik daerah, ketentuan tender pemanfaatan barang milik daerah dan pengetahuan teknis sesuai dengan jenis kegiatan yang dikerjsamakan.
(4) Panitia tender pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik daerah dengan pola kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah mempunyai tugas :
a. menyusun jadwal;

b. menyiapkan dokumen pemanfaatan tanah dan/atau bangunan;

c. mengumumkan pelaksanaan tender;

d. menilai kualifikasi dan syarat pihak ketiga peserta tender;

e. melakukan evaluasi permohonan pemanfaatan dari peserta;

f. membuat berita acara hasil evaluasi;

g. mengusulkan calon pemenang tender pemanfaatan tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola barang daerah yang disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan;

h. mengumumkan pemenang tender pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik daerah setelah ditetapkan oleh Gubernur;

i. menyusun Draft Surat Perjanjian pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik daerah.
Pasal 29

(1) Panitia tender sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1);

b. masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

c. memiliki integritas yang tinggi;

d. bertanggung jawab dan memiliki keberanian untuk menolak perilaku kolusi, korupsi dan nepotisme yang dituangkan dalam pernyataan;

e. memiliki keahlian dalam bidangnya baik dalam konsep maupun praktek; dan

f. memahami ketentuan tentang pengelolaan barang milik daerah.

(2) Panitia tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diberikan insentif/honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3) Biaya operasional panitia tender dan insentif/honorarium panitia tender dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Dokumen Tender

Pasal 30

(1) Panitia menyusun dokumen tender pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik daerah dengan pola kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah.
(2) Dokumen tender disusun oleh panitia dan disahkan oleh pengelola atau pembantu pengelola.
(3) Dokumen tender disahkan oleh pengguna barang untuk kerjasama pemanfaatan (KSP) terhadap sebagian bangunan yang masih digunakan untuk melaksanakan tugas pokok oleh satuan kerja perangkat daerah.
(4) Dokumen tender sekurang-kurangnya harus memuat :
a. data tanah dan/atau bangunan yang akan dimanfaatkan;
b. kualifikasi Pihak ketiga;
c. instruksi kepada pihak ketiga;
d. ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan khusus kontrak ;
e. metode permohonan kerja sama;
f. metode dan Kriteria evaluasi permohonan;
g. jadwal tender;
h. hal-hal lain yang diperlukan
Pasal 31

(1) Kriteria penilaian kualifikasi pihak ketiga dan kriteria penilaian permohonan pihak ketiga harus menjamin terjadinya persaingan yang sehat antar semua peserta tender.

(2) Panitia dilarang bertindak diskriminatif dalam memberikan penilaian dan mengevaluasi permohonan dari peserta tender.

BAB X

PELAKSANAAN TENDER

Pasal 32
Pelaksanaan Tender pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dengan pola kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan melalui tahap-tahap : 
a. pengumuman Tender; 
b. kualifikasi Peserta Tender; 
c. penyampaian Permohonan; 
d. penutupan Pemasukan Permohonan;
e. pembukaan Permohonan;

f. evaluasi Permohonan;

g. negosiasi dan Klarifikasi; dan

h. penetapan Pemenang

Bagian Kesatu
Pengumuman Tender

Pasal 33
(1) Penitia wajib mengumumkan secara terbuka pelaksanaan tender pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik daerah dengan pola kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa atau media lainnya yang mudah diketahui masyarakat luas.
Bagian Kedua

Kualifikasi Peserta Tender 

Pasal 34
(1) Penilaian kualifikasi peserta tender pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik daerah dengan pola kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan sebelum pemasukan penawaran (prakualifikasi).

(2) Peserta tender harus memenuhi syarat-syarat kualifikasi sebagai berikut :

a. memiliki akte pendirian badan usaha beserta perubahannya;

b. memiliki surat izin usaha sesuai dengan bidangnya;

c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

d. munas semua jenis perpajakan;

e. mempunyai tanda daftar perusahaan (TDP);

f. menyampaikan pernyataan minat ( letter of purpose)
g.   telah melakukan kegiatan usaha yang dibuktikan dengan dokumen usahanya;

h. memiliki surat izin tempat usaha sesuai dengan domisili badan usaha;

i. tidak sedang dalam keadaan pailit atau sedang berperkara dipengadilan;

j. mempunyai modal sendiri minimal 30 % dari rencana investasi;

k. dilakukan oleh pimpinan perusahaan yang secara hukum mempunyai hak untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain;

(3) Panitia melakukan penilaian terhadap syarat-syarat kuaifikasi peserta tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Hasil penilaian kualifikasi oleh panitia menyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

Pasal 35
(1) Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat berhak mengajukan permohonan pemanfaatan barang milik daerah.
(2) Apabila Peserta tender yang memenuhi syarat kualifikasi kurang dari 5 (lima) peserta, maka panitia melakukan pengumuman ulang untuk menjaring peserta baru diluar peserta yang dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi.
(3) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang, peserta yang lulus kualifikasi masih kurang dari 5 (lima) peserta, maka panitia meneruskan proses tender dengan meminta peserta yang sudah lulus kualifikasi untuk memasukan permohonan.
Bagian Ketiga

Penyampaian Permohonan
Pasal 36
(1) Penyampaian permohonan dilakukan dengan metode satu sampul satu tahap atau dua sampul satu tahap.

(2) Surat Permohonan ditujukan kepada Pengelola barang dan disampaikan melalui panitia tender.

(3) Surat permohonan ditujukan kepada pengguna barang dan disampaikan melalui panitia tender untuk kerjasama pemanfaatan (KSP) terhadap sebagian bangunan yang masih digunakan untuk melaksanakan tugas pokok.

(4) Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau melalui pengiriman dengan menggunakan jasa perusahaan pengiriman resmi.

Pasal 37
(1) Panitia mencatat semua permohonan yang masuk dan memeriksa pengirimnya.
(2) Permohonan yang dapat diterima hanyalah permohonan yang disampaikan oleh peserta yang telah dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi.
(3) Permohonan yang terlambat dan/atau permohonan dari peserta yang tidak terdaftar sebagai peserta yang telah dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi di catat oleh panitia dan permohonannya tidak dibuka pada saat pembukaan permohonan.
Bagian Keempat

Penutupan Pemasukan Permohonan

Pasal 38
(1) Panitia menutup pemasukan/penerimaan permohonan dari peserta pada waktu yang telah ditentukan.
(2) Penutupan pemasukan permohonan dituangkan dalam berita acara yang memuat nama peserta yang memasukan permohonan, jumlah permohonan yang masuk, waktu penutupan.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh panitia dan minimal 1 (satu) orang wakil dari peserta.
(4) Dalam hal tidak ada peserta yang hadir, berita acara penutupan ditandatangani oleh panitia.
Pasal 39
(1) Panitia tidak diperkenankan mempercepat atau memperlambat waktu batas akhir pemasukan permohonan.

(2) Perubahan jawal batas akhir pemasukan permohonan hanya dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan permohonan dan perubahan jadwal tersebut disampaikan kepada semua peserta yang telah dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi.

Bagian Kelima

Pembukaan Permohonan

Pasal 40
(1) Panitia membuka permohonan yang masuk setelah berakhirnya masa pemasukan permohonan.

(2) Pembukaan permohonan dilakukan dalam rapat pembukaan permohonan yang dihadiri oleh peserta.

(3) Panitia mencatat data setiap permohonan yang masuk meliputi nama pemohon, kelengkapan administrasi dan kelengkapan teknis.

(4) Pada saat pembukaan permohonan panitia hanya mencatat kelengkapan administratif masing-masing pemohon dan tidak melakukan penilaian terhadap substansi permohonan.

Pasal 41
(1) Pembukaan permohonan dituangkan dalam berita acara pembukaan permohonan yang ditandatangani oleh panitia dan 2 (dua) orang wakil peserta.

(2) Dalam hal  peserta yang hadir kurang dari 2 (dua) orang, maka berita acara ditandatangani oleh panitia dan peserta yang hadir.

(3) Apabila tidak ada peserta yang hadir, berita acara pembukaan permohonan ditandatangani oleh panitia.

Bagian Keenam

Evaluasi Permohonan

Pasal 42
(1) Panitia melakukan evaluasi permohonan yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga.

(2) Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen tender pemafaatan tanah dan/atau bangunan.

Pasal 43
(1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan administrasi permohonan yang disampaikan peserta.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi syarat administrasi apabila :

a. surat permohonan ditandatangani oleh direktur/direktris perusahaan;

b. surat permohonan memuat lama masa kerjasama pemanfaatan yang ditawarkan;

c. surat permohonan diberi materai cukup;

d. surat permohonan memuat besaran investasi dan besaran kontribusi serta bagi hasil yang ditawarkan;

e. nilai investasi yang ditawarkan tidak kurang dari nilai investasi minimum yang disyaratkan dalam dokumen tender; 

f. perlengkapan atau sarana dan prasarana yang ditawarkan tidak kurang dari perlengkapan atau sarana dan prasarana yang dipersyaratkan.

g. besaran jaminan permohonan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen tender. Jaminan permohonan ditetapkan antara 1-3 % dari nilai investasi yang ditawar;

h. masa berlaku jaminan permohonan adalah sejak tanggal pemasukan permohonan sampai 15 hari setelah jadwal penanda tanganan perjanjian;
i. jaminan dikeluarkan oleh bank umum atau lembaga asuransi;

j. menunjukkan bukti kepemilikan modal sendiri berupa rekening koran;

k. melengkapi semua dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen permohonan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen tender;
Pasal 44
(1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi.

(2) Evaluasi teknis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

a.  memberikan bobot pada kriteria penilaian teknis.

b.  bobot penilaian teknis pola kerjasama pemanfaatan antara 60-70.

c.  bobot penilaian teknis pola bangun serah guna dan bangun guna serah antara 40-50.

(3) Kriteria penilaian teknis sebagaiama dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan pola pemanfaatan.

Pasal 45
(1) Evaluasi harga dilakukan terhadap permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi.

(2) Evaluasi Harga dilakukan dengan kritesia sebagai berikut :

a. memberikan bobot pada kriteria penilaian harga.

b. total bobot penilaian harga untuk pola kerjasama pemanfaatan antara 30-40.

c. bobot penilaian harga pola bangun serah guna dan bangun guna serah antara 50-60.

(3) Kriteria penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan pola pemanfaatan.

Pasal 46
(1) Hasil evaluasi permohonan dituangkan dalam berita acara evaluasi.

(2) Berita acara evaluasi memuat informasi tentang indikator yang dinilai dan nilai yang diperoleh masing-masing peserta.

(3) Hasil evaluasi permohonan peserta diurut berdasarkan peringkat nilai yang diperoleh dimulai dari peserta dengan perolehan nilai tertinggi.

Bagian Ketujuh

Negosiasi dan Klarifikasi

Pasal 47
(1) Panitia melakukan negosiasi terhadap peserta dengan peringkat nilai tertinggi apabila nilai kontribusi atau nilai bagi hasil yang diajukan masih dibawah nilai perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Tim penilai.

(2) Apabila negosiasi dengan peserta  peringkat tertinggi tidak tidak terdapat kesepakatan, maka panitia melakukan negosiasi dengan peserta peringkat berikutnya.

(3) Apabila dalam negosiasi tidak ada peserta yang bersedia memberikan kontribusi atau bagi hasil yang sesuai dengan hasil penilaian Tim penilai, maka panitia mengusulkan peserta peringkat tertinggi sebagai calon pemenang. 

Bagian Kedelapan

Penetapan Pemenang

Pasal 48
(1) Berdasarkan hasil evaluasi permohonan, negosiasi dan klarifikasi, panitia menyampaikan hasil evaluasi kepada pengelola barang disertai dengan rekomendasi calon pemenang.

(2) Pengelola barang mengajukan usulan penetapan pemenang kepada Gubernur disertai dengan penjelasan tentang hasil pelaksanaan tender.

(3) Gubernur menetapkan pemenang tender pemanfaatan barang milik daerah.

(4) Berdasarkan Keputusan pemenang dari Gubernur, panitia tender mengumumkan pemenang tender.

BAB XI
 KONTRAK/PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 49

Kontrak/Pejanjian Kerjasama meliputi :

a. isi Kontrak/Perjanjian Kerjasama

b. penandatangan Kontrak/Perjanjian Kerjasama

c. pengawasan Pelaksanaan Kontrak/Perjanjian Kerjasama

d. perubahan Kontrak/perjanjian kerjasama
e. pengakhiran Kontrak/Perjanjian Kerjasama
Bagian Kesatu
Isi Kontrak/Perjanjian Kerjasama

Pasal 50
(1) Kontrak/perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat :

a. para pihak yang menandatangani kontrak/perjanjian yang meliputi nama, alamat dan jabatan; 

b. objek kerjasama yang meliputi identitas/data tentang tanah dan/atau bangunan;

c. hak dan kewajiban para pihak;
d. sistem bagi hasil yang disepakati serta nilai kontribusi tahunan yang disepakati;
e. lama masa kerjasama;
f. ketentuan tentang pemeliharaan barang milik daerah selama masa kerjasama dan penyerahan barang milik daerah pada saat berakhirnya kerjasama;
g. ketentuan tentang pemanfaatan barang milik daerah oleh mitra kerjasama dengan pihak lain;
h. ketentuan cidera janji dan sanksi apabila para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
i. Ketentuan tentang pemutusan kontrak/perjanjian kerjasama secara sepihak;
j. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan;
(2) Pelaksanaan kontrak/perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penandatangan Kontrak/Perjanjian Kerjasama

Pasal 51
(1) Kontrak/perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Gubernur dengan pihak mitra kerjasama.

(2) Kontrak/perjanjian kerjasama pemanfaatan (KSP) terhadap sebagian bangunan yang masih digunakan untuk melaksanakan tugas pokok ditanda tangani oleh pengelola barang atas nama Gubernur dengan pihak mitra kerjasama.

Bagian Ketiga

Pengawasan Pelaksanaan Kontrak/Perjanjian Kerjasama

Pasal 52
(1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan isi kontrak/perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk kepentingan tertentu Gubernur atau Pengelola dapat membentuk Tim untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan kontrak/perjanjian kerjasama.
(3) Pengelola barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perubahan Kontrak/perjanjian kerjasama

Pasal 53
(1) Perubahan kontrak/perjanjian kerjasama dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut :

a. pemindahtanganan pengelolaan objek yang dikerjasamakan;

b. perpanjangan kontrak sebelum habis masa kontrak pertama;

c. penurunan nilai kontribusi atau nilai bagi hasil;

d. perubahan status kepemilikan tanah dan/atau bangunan; dan

e. hal-hal yang mengurangi kewajiban pihak ketiga/mitra kerjasama.

(2) Perubahan kontrak/perjanjian kerjasama dilakukan oleh Gubernur.

(3) Perubahan kontrak/perjanjian kerjasama dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur untuk kerjasama pemanfaatan terhadap sebagian bangunan yang masih digunakan untuk melaksanakan tugas pokok.

Bagian Kelima

Pengakhiran Kontrak/Perjanjian Kerjasama

Pasal 54
(1) Kontrak/perjanjian kerjasama berakhir dengan sendirinya pada saat berakhirnya masa kerjasama.

(2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kerjasama, pihak ketiga/mitra kerjasama wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur  tentang data seluruh barang milik daerah yang terkait dengan objek yang dikerjasamakan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur membentuk Tim untuk menilai dan memeriksa kebenaran laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga/mitra kerjasama.

(4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur terdapat ketidakbenaran terhadap isi laporan, maka Gubernur meminta pihak ketiga/mitra kerjasama untuk melakukan perbaikan laporan.

Pasal 55
(1) Pemerintah daerah dapat mengakhiri kontrak/perjanjian kerjasama secara sepihak apabila :

a. pihak ketiga/mitra kerjasama tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar kontribusi dan atau bagi hasil sesuai dengan kontrak/perjanjian kerjasama;

b. tidak melakukan pemeliharaan terhadap tanah dan/atau bangunan yang dikerjasamakan sesuai dengan isi kontrak/perjanjian kerjasama;

c. mengalihkan manajemen pengelolaan kepada pihak lain;

d. tidak memenuhi kewajiban lainnya yang tertuang dalam kontrak/perjanjian kerjasama.

(2) Tata cara pengakhiran masa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak/perjanjian kerjasama.

(3) Pihak ketiga/mitra kerjasama dapat mengajukan pengakhiran masa kontrak lebih awal dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak/perjanjian kerjasama.

(4) Pihak ketiga wajib menyampaikan permohonan pengakhiran kontrak/perjanjian kerjasama sebagimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

(5) Pengakhiran kontrak/perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) diikuti dengan penyerahan barang milik daerah.

Pasal 56
(1) Pihak ketiga/mitra kerjasama wajib menyerahkan seluruh barang milik daerah dan manajemen pengelolaan objek yang dikerjasamakan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa kerjasama.

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acera serah terima.

(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak ketiga/mitra kerjasama belum menyerahkan seluruh barang milik daerah dan manajemen pengelolaan, maka pemerintan daerah dapat mengambil alih seluruh barang milik daerah dan manajemen pengelolaan objek kerjasama tanpa adanya penyerahan dari pihak ketiga/mitra kerjasama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur  ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

                                                             Ditetapkan di Mamuju 





           

pada tanggal  14 Desember 2010





          GUBERNUR SULAWESI BARAT,




           
             H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju

pada tanggal 14 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

             H. M . ARSYAD HAFID
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